
SALINAN

BUPATI TABAIONG
PROVINSI KAIJIMANTEN SEIATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR     5r,5       TAHUN2023

TENTANG

pENcjunuTAN ATAs PERATURAN BupATI TABAIONG NOMOR 23 TAHUN 202 1
TENTANG PENGI+APUSAN SANKSI ADNINISTRATIF PAJAK D/RERAI+ KARENA
PANDEMI COROIVA i7mus DrsmsE 2019 (COVID-19), SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAIIAN ATAs PERATURAN BupAm TABALONG NOMOR 23 TAHUN
2021 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAI+

KARENA PANDEMI CoRonrA iaeus DTSRASE 2o ig (COVID-ig}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI+A ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang   :   a.      bahwa  dengan  ditetapkannya  Keputusan  I+esiden  Nomor  17
Tahun  2023  tentang Penetapan  Berakhimya  Status  Pandemi
Coronc]   Virus  Disease  20Jg  (COVID-19)   di  Indonesia,   maka
status pandemi telah berakhir dan status faktual Corona VIrzts
Disease   20]9   (COVID-19)    menjadi   penyakit   endemic    di
Indonesia;

b.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam  huruf a,  perlu  mencabut  Peraturan  Bupati  Tabalong
Nomor    23    Tahun    2021    tentang    Penghapusan    Sanksi
Administratif  Pajak  Daerah   Karena  Pandemi   Corome   Vlms
Disease    (COVID-19),    sebagaimana    telah    diuhah    dengan
Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  09  Tahun  2023  tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun
2021  tentang Penchapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
Karena Pandemi Cbrorm Vinls Disease (COVID-19);

c.      bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam  huouf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetaphan  Peraturan
Bupati  tentang  Pencabutan  Ata@  Peraturan  Bupati  Tabalong
Nomor    23    Tahun    2021    tentang    Penghapusan    Sanksi
Administratif  Pajak   Daerah   Karena   Pandemi   OororLa   VIms
Disease  2019  (COVID-19),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  09  Tahun  2023  tentang
Perubahan AtaLs Peraturan  Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun
2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
Karena Pandemi Corona VIms Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat     :    1.      Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Damrat   Nomor   3   Tahun    1953   tentang
Perpanjangan  Pembentukan  Daerah  Tin8kat  11  di  Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1953  Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repuunk Indonesia
Tahun  1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia  Nomor  1820),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1965
tentang Pembentukan  Daerah Tingkat  11  Tanah  Laut,  Daerah
Tingkat   11   Tapin   dan   Daerah  Tingkat   11   Tabalong   Dengan
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang
Penetapan   Undang-Undang  Darurat  Nomor  3   Tahun   1953
tentang   Pembentukan    Daerah   Tingkat   11    di   Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Keria  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

3.      Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

4.      Peraturan    Pemerintah    Nomor    55    Tahun    2016    tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Pemungutan  Pajak  Daerah
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950) ;

5.      Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6.      Keputusan Presiden Nomor  17 Tahun 2023 tentang Penetapan
Berakhimya   Status   Pandemi    CororLcz   win/s   Disease   20J9
(COVID-19) di Indonesia;

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corioncz Vlnts Diseczse 2019 (COVID-19)
di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah   (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

8.      Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor Tahun 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  14 Tahun 2010
tentang   Pajak   Air   Tanah    (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);

10.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  15 Tahun 2010
tentang  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);
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11.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01  Tahun 2011
tentang   Bea   Perolehan   Hak   Atas   Tanah   dan   Bangunan
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2011   Nomor
01);

12.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);

13.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (I,embaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2011 Nomor 06);

14.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011
tentang   Pajak   Sarang   Burung   Walet   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07);

15.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  17 Tahun 2011
tentang  Pajak  Parkir  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahun 2011 Nomor 17);

16.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  18 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun  2011   Nomor  07)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor   18  Tahun   2011   tentang   Pajak   Hiburan   (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);

17.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  19 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (I.embaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun  2011   Nomor   19)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  17 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor   19  Tahun  2011   tentang  Pajak  Restoran   (I,embaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 17);

18.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011
tentang  Pajak  Hotel  (I,embaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahun 2011 Nomor 20);

19.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2013  Nomor
02);

20.    Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Talnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana    telah     diubah     dengan     Peraturan     Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
AtaLs Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2021  Nomor
03);
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Peraturan Daerah rabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022   Nomor   10,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

22.    Peraturan    Bupati  Tabalong  Nomor  69  Tahun  2021  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita  Daerch
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSEN:

Menetapkan  :   PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PENCABUTAN  ATAS  PERATURAN
BUPATI  TABALONG   23  TAHUN   2021   TENTANG  PENGHAPUSAN
SANKSI    ADMINISTRATIF    PAIAK    DAERAII    KARENA    PANDEMI
COROIVA    VZRUS   Dj:SRASE    (COVID-19),    SEBAGAIMANA   TEIAII
DluBAII  DENGAN  PERATURAN  BupATI  TneALONG  NOMOR  09
TAHUN  2023  TENTANG  PERUBAIIAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI
TABALONG   23  TAHUN   2021   TENTANG   PENGHAPUSAN   SANKSI
ADMINISTRATIF   PAIAK   DAERAII   KARENA   PANDBMI    coRorvA
I;zRusDismsE(COVID-19).

Pasal 1

Peraturan  Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun  2021  tentang Penghapusan  Sanksi
Administratif  Pajak  Daerah  Karena  Pandemi   Cororia  Vmus  Disease  (COVID-19)
(Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong Tahun  2021  Nomor 23),  sebagaimana  telah
diuhah   dengan   Peraturan   Bupati  Tabalong   Nomor   09   Tahun   2023   tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Bupati  Tabalong  Nomor  23  Tahun  2021   tentang
Penghapusan  Sanksi  Administratif  Pajak  Daerah  Karena  Pandemi  Cbnoma  Vz.rzts
Disease (COVID-19)  (Berita Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun  2023  Nomor 09),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahhan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal    1,4    i.3a;!t ,;i;`'..;ti`j  L.rs   2'3,=j

BUPATI TABALONG,

|TO
ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal     i.`t    `5  3  `j :  3+r:`:,.i ,.-.    2C}3?>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

|TD
IIAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAII KABupATEN TABAIONG TAHUN 2023 NOMOR  rj6


